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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

JAUHILAH DENAK!, KARENA DENAK] MEMAKAN AMAL KEBAIKAN

SEBALAIMANA API MEMAXAN KAYU BAKAR.
(Nabi Muhammad SAW)

BERUSAHALAH UNTUX TIPAK MENTADI MANUSIA YANS BERHASIL
TAPI BERUSAHALAH MENTADI MANUSIA YANA BERAUNA.

(Einstein)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

AULAH SWT

* KEPUA ORANA TUAXU
TERCINTA

o ADK-APIK XU

o TEMAN-TEMAN
SEANAXATAN KU
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memberikan Rahmat dan Karunia-Nya Penulis, sehingga Penulis dapat mengerjakan
Skripsi yang berjudul ¥ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian

Komprehensif maupun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Kekhususan Studi Hukum dan Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin
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Skripsi ini.
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Bapak Sumrahadi, SH., seluruh staf Administrasi dan Staf Perpustakaan
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Akhir kata Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tentunya penyelenggaraan pemilihan umum perlu diselenggarakan secara
lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan harus
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu harus

dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi/

yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan
memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. |
Penyelenggaraan Pemilu yang sukses adalah idaman semua elemen
bangsa ini. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa
sukses sebuah penyelenggaraan Pemilu, mulai dari bagaimana outputnya
sampai seberapa banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dan bagaimana

penanganannya. Semakin sedikit kasus pelanggaran yang terjadi berarti semakin

e

/

e



sukses Pemilu. Untuk menjamin hal itu terjadi tentunya diperlukan sistem
pengawasan dan penindakan yang efektif’!

Peraturan semestinya dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan. Tapi yang
terjadi di Indonesia justru sebaliknya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah
realitas yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye. Berbagai bentuk
pelanggaran terjadi dalam masa kampanye, mulai dari mengikutsertakan anak-
anak di bawah umur, money politics dengan bagi-bagi uang dan sembako,
penghinaan terhadap partai lain, penggunaan fasilitas negara, berbagai kasus
pelanggaran lalu lintas, serta kasus pidana lainnya. Menurut data yang
dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu dan lembaga pemantau pemilu Komite
Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, tak satu parpol pun yang 'steril'
dari pelanggaran. Data Panwas untuk putaran pertama masa kampanye (11-17
Maret) di 24 provinsi memperlihatkan, kedua puluh empat parpol tidak ada
yang luput dari pelanggaran administratif. Pelanggaran jenis ini termasuk yang
paling banyak dilaporkan (700 dari 781 pelanggaran selama 8 hari masa
kampanye), yakni mengikutsertakan anak-anak dalam kampanye, kampanye di
luar daerah pemilihan, kampanye lewat pukul 16.00, dan pemasangan atribut

tidak pada tempatnya.?

! http://64.203.71.1 l/kompas-cetak/0403/05/pemilw/893508.htm Pemilu yang demokrasi
diakses tanggal 29 Maret 2008

? www.suaramerdeka.com/harian/0403/3 1 /khal.htm Pelanggaran Pemilu diakses tanggal
29 Maret 2008


http://64.203.7U
http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/31/khal

Jumlah pelanggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 terjadi hampir
merata di seluruh Indonesia. Namun, angka pelanggaran tertinggi terjadi di
daerah Jawa. Dari beberapa kasus yang telah masuk ke Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) ternyata belum semuanya dapat diselesaikan.

Berdasarkan pengalaman Panwaslu pada Pemilu 2004. Ketika itu,
Panwaslu mencatat KPU/KPUD hanya menyelesaikan 2.822 dari 8.013 kasus
pelanggaran administrasi yang diteruskan Panwaslu. Sebenarnya, Panwaslu
sendiri kurang yakin terhadap keakuratan data tersebut karena bisa jadi
KPU/KPUD telah menyelesaikan lebih banyak kasus. “Hanya saja karena tidak
ada mekanisme dan prosedur baku dalam penanganan kasus pelanggaran
administrasi, pengawas pemilu pun tidak tahu pasti berapa sesungguhnya kasus
yang benar-benar diselesaikan,” Sementara, untuk tindak pidana Pemilu,
Panwaslu mencatat dari 2.413 kasus yang diteruskan ke Kepolisian hanya 1.253
kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan. 1.065 diantaranya berhasil dibawa ke
pengadilan, dimana 85% terdakwanya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.
Sebagai perbandingan, pada Pemilu 1999 hanya empat vonis kasus pelanggaran

Pemilu yang tercatat.>

3 .
http:/64.203.71/kompas-cetak/0403/05/pemilw/893508.htmPemilu dan Pelanggaran
diakses tanggal 29 Maret 2008


http://64.203.71/kompas-cetak/0403/05/pemilu/893508.htm/%3eem//M

Dari

memberi

uraian singkat diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan

judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM?”

B. Permasalahan

Adapun permasalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi

ini adalah:

1.

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana pemilihan umum?
Bagaimanakah tata cara penyelesaian pelanggaran tindak pidana

pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk  mengetahui  perbuatan yang dapat  dimintakan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

pemilihan umum.

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan

umum.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis



E.

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah
wawasan di bidang pemilihan umum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti: Komisi
Pemelihan Umum dan Panitia Penawas Pemilihan Umum serta

sebagai informasi kepada masyarakat tentang pemilu di Indonesia.

Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif yang dimana peneliti hanya menjelaskan tentang suatu peristiwa
hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku pada saat ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
data sekunder yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
a.  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

b.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Pidana



c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang
Pemilihan Umum
e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
2.  Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Putusan Pengadilan
No. 240/Pid.B/2300/PN.KMB dan Putusan Pengadilan
No.106/Pid.B/2000/PN.LBS. Karya ilmiah hukum dan litelatur
yang ada kaitnya dengan pernyiaran.
3. Bahan hukum tertier, yang terdiri dari: ensiklopedi dan kamus

hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara yang dipergunakan oleh penulis untuk memperoleh
bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi

kepustakaan.



Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan
dikumpulkan melalui studi  kepustakaan; peneliti kemudian
mengklasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut berdasarkan sumber
bahan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode
kualitatif dan sistematis yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang
bersifat menguraikan permaslahan dan pada akhirnya untuk menarik

kesimpulan guna menjawab permasalahan pada skripsi ini.
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